
 i 

HALAMAN JUDUL 

REKONSTRUKSI KEDUDUKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 

PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI UPAYA 

MEWUJUDKAN KONSEP MEANINGFUL PARTICIPATION 

 
Tesis 

Untuk memenuhi sebagai persyaratan 
mencapai derajat S-2 

 
Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan 

Konsentrasi Hukum Kenegaraan 
 
 

 

 
Diajukan oleh: 

 
Ahmad Aziz 

20/465573/PHK/10923 
 

Kepada 

 
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS GADJAH MADA 

YOGYAKARTA 

2024 

Rekonstruksi Kedudukan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang
Sebagai Upaya
Mewujudkan Konsep Meaningful Participation
AHMAD AZIZ, Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



 iii 

HALAMAN PENGESAHAN 

TESIS 
 

REKONSTRUKSI KEDUDUKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 
PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI UPAYA 

MEWUJUDKAN KONSEP MEANINGFUL PARTICIPATION 
 

dipersiapkan dan disusun oleh 
 

Ahmad Aziz 
20/465573/PHK/10923 

 
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji 

Pada tanggal    Juli 2024 
 

Susunan Dewan Penguji 
  Pembimbing     Penguji I 
 
 
Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.    Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D. 
 
        Penguji II 
 
 
      Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.  
 

Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan 
Untuk memperoleh gelar Magister 

Tanggal     Juli 2024 
 

Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan 
 
 

Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D. 
NIP. 197404171998032001 

 
Mengetahui, 
a.n. Dekan, 

Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama 
 
 

Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M., LL.D. 
NIP. 198302012005011001 

Rekonstruksi Kedudukan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang
Sebagai Upaya
Mewujudkan Konsep Meaningful Participation
AHMAD AZIZ, Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


	HALAMAN JUDUL
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PENGESAHAN
	PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	INTISARI
	ABSTRACT
	BAB I  PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian
	E. Keaslian Penelitian
	F. Definisi Operasional

	BAB II  TINJAUAN PUSTAKA
	A. Teori Demokrasi
	1. Tinjauan Umum Demokrasi
	2. Demokrasi deliberatif

	B. Teori Partisipasi Masyarakat
	1. Hakikat dan pengertian partisipasi masyarakat
	2. Model Partisipasi Masyarakat
	3. Derajat Partisipasi Masyarakat

	C. Meaningful Participation
	1. Hakikat Meaningful Participation
	2. Meaningful Participation sebagai prinsip dasar legislasi
	3. Meaningful Participation dalam legislasi

	D. Teori Pembentukan Undang-Undang
	1. Proses Pembentukan Undang-Undang
	2. Asas-Asas dalam Pembentukan Undang-Undang


	BAB III  METODE PENEILITIAN
	A. Jenis Penelitian dan Pendekatan
	B. Bahan dan Data Penelitian
	1. Bahan Hukum Primer
	2. Bahan Hukum Sekunder
	3. Bahan Hukum Tersier

	C. Teknik Pengumpulan Data
	D. Teknik Analisis Data

	BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Belum Mengakomodir Konsep Meaningful Participation Secara Sungguh-Sungguh
	1. Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang
	a. Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
	b. Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
	c. Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020
	d. Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
	e. Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021
	f. Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

	2. Permasalahan Pengaturan Partisipasi Masyarakat yang Mengakomodir Konsep Meaningful Participation dalam Proses Pembentukan Undang-Undang
	a. Permasalahan pada tataran konsepsi
	b. Permasalahan pada tataran regulasi
	c. Pelaksanaan Konsep Meaningful Participation dalam Proses Pembentukan Undang-Undang


	B. Rekonstruksi Kedudukan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang
	1. Kedudukan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang
	2. Rekontruksi Norma Hukum yang mengatur Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang
	a. Konsepsi Meaningful Participation yang ideal
	b. Definisi Partisipasi Masyarakat dan Ruang Lingkup Masyarakat
	c. Mekanisme atau Tata Cara Partisipasi Masyarakat



	BAB V  PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA

